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GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

NOMOR   29  TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA  

CORONAVIRUS DISEASE 2019   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

Menimbang :      a.  bahwa Pandemi Coronavirus Disease 2019 telah 

membawa dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, 

dan kesejahteraan masyarakat sehingga Daerah 

sebagai personifikasi Negara berkewajiban 

melindungi setiap warga Negara yang terdampak 

dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia;   

 

b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah dalam upaya mekukan Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana Coronavirus Disease 

2019 membutuhkan strategi pemulihan yang 

dilakukan secara simultan dengan penanganan 

Coronavirus Disease 2019; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana  

Coronavirus Disease 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat . . . 

 

SALINAN 
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Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 

dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan 

mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 

1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I 

Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA 

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 

PASCABENCANA CORONAVIRUS DISEASE 2019. 

 

  

Pasal 1 

(1) Peraturan Gubernur menjadi pedoman Pemerintah 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan pemulihan kembali 

wilayah Pascabencana Pandemi Coronavirus Disease 

2019 di Provinsi Sulawesi Tengah.  

 

 

 

(2) Selain . . . 



- 3 - 
 

 

(2) Pelaksanaan pemulihan kembali pascabencana 

pandemic Coronavirus Disease 2019 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dan 

menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lainnya. 

 

Pasal 2 

(1) Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana disusun dengan sistematika sebagai 

berikut: 

a. BAB I :  PENDAHULUAN; 

b. BAB II :  DAMPAK PANDEMI CORONAVIRUS 

DISEASE 2019; 

c. BAB III :  KEBUTUHAN PEMULIHAN; 

d. BAB IV :  STRATEGI PEMULIHAN; dan 

e. BAB V :  PENUTUP. 

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 3 

Jangka waktu pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana Pandemi Coronavirus 

Disease 2019 yakni selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 

Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tengah    

                                 Ditetapkan di Palu 

                                 pada tanggal 23 November 2021 

 
 
 
 
 
Diundangkan di Palu 
pada tanggal 23 November 2021 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
          SULAWESI TENGAH, 
                      ttd 
 
          MOH. FAIZAL MANG 

 
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 
                           ttd 

 
RUSDY MASTURA 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 798 
Salinan sesuai dengan aslinya 
      KEPALA BIRO HUKUM, 

       Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH 

            Pembina Tk I, IV/b 

    Nip. 19780525 199703 1 001 
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LAMPIRAN 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR     29    TAHUN 2021 
TENTANG 
RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI       
PASCABENCANA CORONAVIRUS DISEASE 2019 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (yang selanjutnya disebut dengan COVID-19) 

pertama kali teridentifikasi oleh data milik Pemerintah Hubei Sheng (Republik 

Rakyat China) pada bulan November 2019, sementara itu World Health 

Organization (WHO/Badan Kesehatan Dunia) mengkonfirmasi kasus pertama 

COVID-19 muncul di Wuhan (Republik Rakyat China) pada bulan Desember 

2019 yang selanjutnya terjadi pesebaran virus secara masif 

(https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-

china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all diakses 31 April 2021). Karena 

mobilitas orang yang menyebabkan terjadinya penyebaran virus, maka pada 

tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO/Badan Kesehatan 

Dunia) menyatakan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global 

(https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-

coronavirus-press-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2 diakses 31 

April 2021). Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo menyatakan 

kasus pertama terkonfirmasi di Indonesia 

(https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-

corona-di-indonesia?page=all diakses 30 April 2021). Selanjutnya, Pemerintah 

Indonesia menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional pada 14 

Maret 2020 oleh Presiden RI melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), Doni Monardo, (https://COVID19.go.id/tanya-

jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi diakses 30 April 2021).  

Penetapan status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di 

Indonesia pertama kali diterbitkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status 

Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di 

Indonesia. Keputusan ini diterbitkan pada tanggal 28 Januari 2020. Status 

keadaan tertentu ini berlaku selama 32 hari, terhitung sejak tanggal 28 Januari 

2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020. Keputusan ini diperpanjang 

dengan  diterbitkannya  Keputusan  Kepala  Badan  Nasional   Penanggulangan  
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Bencana No.13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu 

Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia. 

Pandemi ini telah memberikan dampak langsung dan terbesar terhadap 

sektor kesehatan.  

 

Tabel 1.1 Jumlah Terpapar COVID-19 di Indonesia, per 15 Juni 2020 

 

Sumber: Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19, per 15 Juni 2020, Pusdalops 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

 

 Tabel 1.1 adalah laporan harian kasus terkonfirmasi COVID-19 per 

tanggal 15 Juni 2020, yaitu sekitar 3 bulan setelah pasien COVID-19 

teridentifikasi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Pada table di atas 

terlaporkan bahwa COVID-19 telah tersebut di ketigapuluh empat provinsi di 

Indonesia, terutama di 431 kabupaten/kota pada tanggal 15 Juni 2020 dengan 

penambahan 1 wilayah kabupaten atau kota yang terlaporkan pada tanggal 14 

Juni 2020. Dalam Tabel 1.1 tercatat sebanyak 39.294 orang pada tanggal 15 

Juni 2020 terkonfirmasi positif COVID-19 dengan penambahan sejumlah 1.017 

pasien dari jumlah sehari sebelumnya, sebanyak 15.123 orang dinyatakan 

sembuh dari COVID-19 dengan penambahan pasien sembuh sebanyak 592 

orang dari jumlah sehari sebelumnya, dan sebanyak 2.198 orang meninggal 

dunia pada tanggal 15 Juni 2020 dengan penambahan sebanyak 64 orang 

meninggal dunia dari angka pada tanggal 14 Juni 2020. Selanjutnya, 

terlaporkan sebanyak 36.744 ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan 13.649 PDP 

(Pasien Dalam Pengawasan).  

Dengan merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK. 

01.7/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan 

Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi, 

terdapat istilah ODP dan PDP yang diperkenalkan. Istilah ODP adalah orang 

yang mengalami demam (≥38°C) atau riwayat demam; atau gejala gangguan 
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sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada 

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari 

terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di 

negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak 

dengan kasus konfirmasi COVID-19. Sedangkan untuk istilah PDP adalah orang 

yang mengalami demam (≥38°C) atau riwayat demam; disertai batuk/sesak 

nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada 

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan DAN pada 14 hari 

terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di 

negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak 

dengan kasus konfirmasi COVID-19. 

Jumlah keterpaparan masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 ini 

terhitung memiliki tren yang cenderung meningkat pada dua bulan pertama 

setelah virus ini dinyatakan teridentifikasi di Indonesia.  
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Grafik 1.1 Tren Nasional (Akumulasi Data), per 15 Juni 2020 

Sumber: Laporan Situasi Terkini Penanganan Wabah COVID-19, per 15 Juni 2020, Pusdalops 
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

 

 Pada Grafik 1.1 terlihat bahwa telah terjadi tren peningkatan masyarakat 

yang terpapar COVID-19 di seluruh Indonesia. Tren yang muncul adalah 

berbanding lurus untuk jumlah penambahan orang yang meninggal dunia, 

jumlah orang yang sembuh dari COVID-19, jumlah ODP, dan jumlah PDP per 

tanggal 15 Juni 2020 di seluruh Indonesia.  

Fokus sektor layanan kesehatan adalah pada identifikasi rapid, testing, 

dan perawatan terhadap pasien yang mengalami infeksi serius yang disebabkan 

COVID-19. Pada pertengahan tahun 2020, Indonesia berada pada fase dimana 

pengendalian penularan COVID-19 menjadi fokus utama. Pengendalian 

penyebaran COVID-19 bila dilakukan dengan tepat akan melandaikan kurva 

epidemiologi COVID-19. Dalam dokumen “Indonesia Multi-Sectoral Response 

Plan to COVID-19, May-October 2020” 

(https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-multi-sectoral-response-

plan-covid-19-may-october-2020 diakses 30 April 2021) telah diperkirakan akan 

terjadi lonjakan kasus di rumah sakit dan IGD dan kebutuhan akan peralatan 

dan bahan habis pakai medis, seperti halnya APD (Alat Pelindung Diri), tempat 

tidur di rumah sakit, IGD, dan ventilator, serta petugas kesehatan yang terlatih 

dan staf pendukung lainnya untuk beberapa waktu ke depan bila kasus akan 

terjadi peningkatan. Situasi ini terkonfirmasi dengan terjadinya lonjakan jumlah 

keterpaparan COVID-19 pada pertengahan November 2020 karena adanya libur 

panjang di akhir pekan pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2020 

(https://www.antaranews.com/berita/1848908/selama-november-2020-

terjadi-lonjakan-pasien-covid-19-di-rshs diakses 30 April 2021).   

Lebih lanjut, membawa dampak tidak langsung kepada kapasitas sistem 

kesehatan di Indonesia termasuk bagi pasien atau penerima layanan kesehatan 

lainnya. Seperti halnya ibu hamil, anak balita, dan pasien penyakit kronis yang 

membutuhkan layanan kesehatan rutin (tuberkolosa, HIV/AIDS, dan lain-lain) 

akan kurang mendapatkan pelayanan dari pihak fasilitas layanan kesehatan. 

Selain itu, pandemi ini juga mengakibatkan masyarakat paling rentan tidak 
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mampu menyediakan makanan yang bernutrisi karena berkurangnya 

pendapatan. Mereka yang bisa mengalami malnutrisi terutama adalah remaja, 

perempuan dengan masa reproduksi aktif, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita 

(https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-multi-sectoral-response-

plan-covid-19-may-october-2020 diakses 31 April 2021). 

Dampak tidak langsung COVID-19 bagi masyarakat adalah terkait 

hunian, terutama mereka yang tinggal di daerah perkotaan dan bekerja di sektor 

swasta secara formal dan informal. Banyak di antara mereka tinggal di hunian 

dengan kontrak bulanan. Kehilangan pekerjaan mengakibatkan banyak di 

antara mereka yang menjadi tuna wisma atau yang memutuskan untuk kembali 

ke kampung halaman dengan kemungkinan meningkatkan penyebaran COVID-

19 dan menambah beban pada desa yang banyak di antaranya minim 

infrastruktur layanan kesehatan. Selain itu, di banyak situasi solusi hunian 

juga dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan isolasi mandiri 

(https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-multi-sectoral-response-

plan-covid-19-may-october-2020 diakses 31 April 2021).   

Dampak tidak langsung dari COVID-19 adalah pada sektor pendidikan. 

Untuk mencegah penyebaran COVID-19 melalui sekolah tatap muka langsung, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginstruksikan pemerintah 

daerah untuk meniadakan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan 

menggunakan pendekatan sekolah jarak jauh atau daring. Namun, sekolah 

secara daring ini tidak didukung dengan adanya infrastruktur yang memadai di 

beberapa provinsi atau kabupaten seperti misalnya ketersediaan jaringan listrik 

dan internet. Selain itu, banyak orang tua yang miskin tidak memiliki akses 

terhadap internet dan gawai pendukung seperti misalnya komputer, laptop, 

atau telepon selular (https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-multi-

sectoral-response-plan-covid-19-may-october-2020 diakses 31 April 2021). 

Dampak tidak langsung dari COVID-19 pada ekonomi makro adalah 

terkait layanan, konsumsi, dan perdagangan. COVID-19 membawa dampak 

besar terhadap produksi manufaktur karena 1) permintaan dari negara-negara 

maju akan manufaktur barang dan bahan mentah berkurang, 2) rantai nilai 

terganggu karena keterlambatan pengiriman komponen dan pasokan yang 

dibutuhkan dari negara-negara yang maju secara teknologis, dan 3) faktor 

lainnya, termasuk berbagai kebijakan (misalnya larangan pergerakan barang 

dan orang), para pegawai tidak dapat pergi ke tempat kerja atau hambatan 

finansial yang memengaruhi proses produksi 

(https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-multi-sectoral-response-

plan-covid-19-may-october-2020 diakses 31 April 2021). 
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Pandemi ini telah menciptakan tantangan ekonomi yang tidak terduga 

karena kegiatan ekonomi secara luas harus terhenti yang disebabkan adanya 

upaya-upaya pencegahan dari sudut pandang kesehatan. Sektor ekonomi 

seperti halnya pariwisata yang mendatangkan pendapatan nasional dan 

tingginya lapangan kerja menjadi sangat rentan. Pandemi ini juga membawa 

dampak yang sangat besar terhadap UMKM (usaha mikro, kecil, dan 

menengah), yang menjadi tonggak ekonomi lebih dari 90% di Indonesia. Hal ini 

membawa dampak pada penghidupan jutaan masyarakat Indonesia, terutama 

pekerja di sektor informal dan buruh harian. Kelompok ini harus kehilangan 

pekerjaan sebagai dampak dari pandemi yang membawa kepada naiknya angka 

kemiskinan dan ketidaksetaraan. Pengangguran juga menciptakan masalah 

lain, seperti misalnya isu kesehatan mental, kriminalitas, dan konflik. Pada 

akhirnya, dampak dari pengangguran tidak hanya berhadapan dengan tidak 

memiliki pekerjaan, tetapi juga membawa dampak kepada anggota keluarga, 

yang berakibat pada kesehatan dan pendidikan generasi masa depan 

(https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-multi-sectoral-response-

plan-covid-19-may-october-2020 diakses 31 April 2021).  

Pandemi COVID-19 membawa dampak pada meningkatnya angka 

kemiskinan di Indonesia. Menurut studi yang dilakukan oleh SMERU Research 

Institute, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari sekitar 

5,9 juta orang menjadi 8,5 juta orang jika pertumbuhan ekonomi Indonesia 

turun dari 5% menjadi 2,1% dan lebih jauh lagi jika menjadi 1% di tahun 2020. 

Program jaringan pengaman sosial harus ditujukan tidak hanya bagi yang telah 

miskin sebelumnya, namun juga bagi kelompok miskin baru karena terimbas 

dari pandemi COVID-19 (https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-

multi-sectoral-response-plan-covid-19-may-october-2020 diakses 31 April 

2021).  

Kesetaraan gender juga mendapatkan dampak dari pandemi ini. Belajar 

dari epidemi, seperti halnya Ebola yang terjadi di tahun 2015, terjadi 

peningkatan kekerasan, eksploitasi seksual, dan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak perempuan yang disebabkan oleh tekanan keuangan di 

keluarga, peningkatan pekerjaan domestik, merawat yang sakit, dan hilangnya 

akses kepada pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Larangan untuk 

keluar rumah, ketakutan, stres yang terkait dengan COVID-19, dan dampak 

negatif dan pendapatan keluarga, risiko kekerasan dalam rumah tangga akan 

semakin meningkat (https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-multi-

sectoral-response-plan-covid-19-may-october-2020 diakses 31 April 2021).   
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Selain perempuan dan anak-anak perempuan, lansia, dan orang dengan 

penyakit kronis, dan penyandang disabilitas juga semakin rentan merujuk pada 

angka rata-rata fatalitas kasus COVID-19 meningkat terkait dengan umur dan 

kondisi medis sebelumnya. Cukup banyak jumlah lansia yang memiliki 

tanggung jawab untuk mengurus anak-anak. Hal ini menjadi tambahan beban 

bagi lansia untuk merawat dan mendampingi anak-anak yang harus belajar dari 

rumah dan hilangnya pendapatan ekonomi. Lansia yang tinggal di panti jompo 

juga rentan terhadap COVID-19 karena tingginya ketergantungan mereka dan 

terbatasnya hubungan sosial dengan orang lain. Hal yang sama terjadi bagi 

penyandang disabilitas karena akses yang terbatas bagi mereka terhadap 

informasi dan mobilitas. Dampak COVID-19 juga terjadi bagi Orang Dengan 

HIV/AIDS (ODHA) yang termarjinalkan karena stigma dan diskriminasi 

berdasarkan orientasi seksual mereka yang membawa dampak pada mata 

pencaharian mereka (https://reliefweb.int/report/indonesia/indonesia-multi-

sectoral-response-plan-covid-19-may-october-2020 diakses 31 April 2021). 

Merujuk pada berbagai situasi ini, dirasa perlu asesmen khusus utk 

melihat dan mengkaji situasi di masa pandemi yang terjadi di tingkat provinsi 

dengan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang kontekstual. Alat 

pengkajian kebutuhan pascabencana yang selanjutnya disebut Jitupasna 

adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengkajian dan penilaian akibat 

bencana, analisis dampak bencana, perkiraan kebutuhan pascabencana dan 

penyusunan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan. 

Jitupasna terdiri atas pengkajian akibat bencana dengan komponen kajian 

kerusakan, kerugian, kehilangan atau gangguan akses, gangguan fungsi, dan 

peningkatan risiko bencana. Sedangkan analisis dampak bencana meliputi 

analisis atas dampak ekonomi dan fiskal, sosial, budaya dan politik, 

pembangunan manusia dan lingkungan. Adapun pengkajian perkiraan 

kebutuhan pemulihan terdiri atas kajian kebutuhan pembangunan, 

penggantian, penyediaan bantuan akses, pemulihan fungsi, dan pengurangan 

risiko bencana. Hasil kajian, analisis, dan penghitungan tersebut digunakan 

sebagai bahan masukan utama dalam penyusunan R3P. didasari proses kajian 

berbasis bukti (evidence based) sebagai arah kebijakan dan pelaksanaan 

pemulihan oleh semua pihak. Sehingga keseluruhan kegiatan dilakukan dengan 

berkonsep pada membangun kembali yang lebih baik dan lebih aman (Build 

Back Better and Safer) dan Pengurangan Risiko Bencana (Disaster Risk 

Reduction) 

Jitupasna COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan oleh BPBD 

Provinsi Sulawesi Tengah, yang didukung oleh BNPB, UNDP, dan konsorsium. 

Survei Jitupasna dilaksanakan untuk menyediakan informasi berbasis bukti 

berupa hasil telaah multi-sektor untuk mengidentifikasi dampak, akibat, dan 

kebutuhan dari komunitas yang disasar dalam rangka penyusunan program 
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pemulihan pascabencana pandemi COVID-19. Lebih lanjut, sebuah tim, yaitu 

Tim Jitupasna Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk yang terdiri atas 

berbagai organisasi perangkat daerah dan dipimpin oleh BPBD sebagai leading 

agency dalam hal kebencanaan. Berbagai data dan informasi yang diperoleh di 

lapangan selanjutnya dianalisis dan dirumuskan oleh Tim Jitupasna Provinsi 

Sulawesi Tengah untuk kemudian menjadi masukan utama dalam penyusunan 

R3P Pandemi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah.  

Pelaksanaan survei Jitupasna sendiri telah dilaksanakan pada akhir bulan 

Maret hingga awal bulan April 2021. Sedangkan proses penulisan dokumen R3P 

ini berlangsung dari bulan April hingga bulan Mei 2021. Dengan demikian, 

beberapa data atau informasi yang terus berkembang di masyarakat, seperti 

halnya data/informasi terkait jumlah kasus keterpaparan COVID-19 di Provinsi 

Sulawesi Tengah, harus dilihat sebagai data/informasi yang dihimpun pada 

saat proses pelaksanaan survei Jitupasna dan penulisan dokumen R3P 

Pandemi COVID-19. Selain itu, situasi yang dialami oleh responden dalam 

survei Jitupasna perlu dilihat sebagai gambaran atas situasi yang dihadapi oleh 

masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.  

Dengan implementasi Jitupasna dan Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana Pandemi COVID-19, perencanaan program 

rehabilitasi dan pemulihan pascabencana COVID-19 diharapkan lebih tanggap 

terhadap pengurangan risiko bencana, lebih sensitif gender, lebih tanggap 

terhadap perlindungan disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya dan 

dapat memberikan dampak pada komunitas, pemerintah dan pihak-pihak 

terkait. Selain itu, implementasi Jitupasna dan R3P Pandemi COVID-19 

diharapkan juga dapat menyediakan penguatan kapasitas untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik atas krisis yang diakibatkan oleh pandemi dan 

strategi pemulihannya. Untuk itu diperlukan keterlibatan partisipatif dari 

elemen-elemen masyarakat tanggap bencana di tingkat provinsi, dari organisasi 

disabilitas, dan organisasi swadaya masyarakat baik formal maupun informal. 

 

 

1.2 Tujuan 

Menurut Peraturan BNPB No. 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Jitupasna merupakan instrumen yang akan 

dipakai oleh Pemerintah untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan pada informasi akurat dari pihak 

terdampak bencana, berupa dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana (R3P) yang bertujuan: 

1. Memberikan panduan bagi para pihak dalam melaksanakan program 

pemulihan pascabencana dengan prinsip membangun menjadi lebih baik, 

aman dan keberlanjutan, 
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2. Memberikan informasi yang berdasarkan bukti yang akurat dalam 

pelaksanaan  rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, 

3. Memberikan dukungan bagi program pengurangan risiko bencana pada 

tahap pascabencana. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan Peraturan BNPB No. 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi, ruang lingkup Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana meliputi: 

1. Sektor permukiman, merupakan perbaikan lingkungan daerah 

terdampak bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, 

dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; 

2. Sektor infrastruktur, merupakan perbaikan dan peningkatan kembali 

prasarana dan sarana umum untuk pemulihan fungsi pelayanan publik 

seperti transportasi darat, laut, udara, pos, telekomunikasi, energi, 

sumber daya air, air bersih dan sanitasi; 

3. Sektor ekonomi, merupakan pemulihan dan peningkatan ekonomi lokal, 

perdagangan dan pasar, usaha kecil dan menengah, pertanian, 

perikanan, peternakan, perkebunan dan pariwisata; 

4. Sektor sosial, merupakan pemulihan psikologis sosial, konstruksi sosial 

dan budaya, perbaikan dan peningkatan pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan agama, pemulihan kearifan lokal dan tradisi masyarakat, 

pemulihan hubungan antara budaya dan keagamaan, serta 

membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan 

5. Lintas sektor, merupakan pemulihan kegiatan tata pemerintahan 

keuangan dan perbankan, lingkungan hidup dan Pengurangan Risiko 

Bencana serta ketertiban dan keamanan. 

Dalam Jitupasna Pandemi COVID-19 ini, sektor permukiman dan sektor 

infrastruktur tidak akan dilakukan pengkajian, sehingga hanya tiga sektor yang 

akan dianalisis, yaitu sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor.  
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1.4 Gambaran Umum Wilayah 

1.4.1 Gambaran Umum 

a. Gambaran Demografis 

Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat penduduk Sulawesi Tengah 

pada bulan September 2020 sebanyak 2.985.000 jiwa.  

 

 

Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 1961-2020. 
Sumber: Booklet Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Jumlah penduduk ini mengalami peningkatan sebanyak 350 ribu jiwa 

hingga tahun 2020 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk provinsi 

ini pada tahun 2010 dengan rata-rata penambahan sebesar 30 ribu jiwa 

per tahun (Grafik 1.2). Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi 

Tengah selama 10 tahun terakhir adalah 1,22%.  

 

 

Tabel 1.2 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 

Hasil Sensus Penduduk 2020 Menurut Kabupaten/Kota 

 

Sumber: Booklet Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah 

  

Terlihat pada Tabel 1.2, Kabupaten Parigi Moutong memiliki jumlah 

penduduk tertinggi, yaitu sebanyak 440 ribu jiwa dengan rasio jenis 

kelamin 105. Jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Banggai 

Laut, yaitu sebesar 70 ribu orang dengan rasio jenis kelamin 102. Secara 
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keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di Sulawesi Tengah adalah 

sebanyak 1.534,71 ribu jiwa atau 51,40% dari total penduduk dan jumlah 

penduduk perempuan adalah sebanyak 1.451,03 ribu jiwa atau 48,60% 

dari total penduduk. Sehingga rasio jenis kelamin penduduk Sulawesi 

Tengah adalah 105, artinya terdapat 105 laki-laki per 100 perempuan.  

 

 

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah  

menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2020 

Sumber: Booklet Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Pada Tabel 1.3 terlihat bahwa rasio jenis kelamin bervariasi menurut 

kelompok umur. Tercatat bahwa kelompok umur mendekati 70 tahun dan 

kelompok umur 75 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih 

sedikit daripada jumlah penduduk laki-laki. Sementara, pada kelompok 

umur 70-74 tahun, jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada 

jumlah penduduk laki-laki.  
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Gambar 1.1 Sebaran Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, 2020 

 

Sumber: Booklet Potret Sensus Penduduk 2020 Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Luas daratan Sulawesi Tengah adalah 61.841,29 kilometer persegi, 

sehingga kepadatan penduduk berdasarkan Sensus 2020, adalah 48 jiwa 

per kilometer persegi. Sebaran penduduk terkonsentrasi di Kabupaten 

Parigi Moutong dengan luas geografis yang hanya 4.947, 3 kilometer 

persegi atau 8% dari total luas daratan Sulawesi Tengah, 440 ribu 

penduduk atau 14,74% penduduk Sulawesi Tengah menghuni Kabupaten 

Parigi Moutong. Sebaran terbesar kedua adalah di Kota Palu, yaitu 

sebesar 12,50% dari total penduduk atau sebanyak 372 ribu jiwa. 

Selanjutnya, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Morowali 

Utara memiliki sebaran penduduk yang hampir sama yaitu 4% atau 

sekitar 120 ribu jiwa. Kabupaten Banggai Laut memiliki sebaran 

penduduk terendah, yaitu sekitar 70 ribu jiwa atau sekitar 2,36%. 
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b. Letak Geografis 

 

Gambar 1.2 Peta Provinsi Sulawesi Tengah 

 

Sumber: https://www.pta-palu.go.id/2020-06-17-01-03-24/wilayah-yuridiksi 

 

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, 

Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota 

Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61.841,29 km². 

Secara astronomis, Sulawesi Tengah terletak antara 2 22’ Lintang Utara 

dan 30 48’ Lintang Selatan dan antara 119' 22’−124' 22’ Bujur Timur dan 

dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis 

lintang 00.  

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi 

dengan luas wilayah daratan 68.033 km2 yang mencakup semenanjung 

bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan 

Togian di Teluk Tomini dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk 

Tolo. Luas wilayah laut provinsi ini mencapai 189.480 km2. Hampir 

semua bagian provinsi ini bergunung-gunung (kira-kira 42,80% di atas 

ketinggian 500m dari permukaan laut). Selain pegunungan, Sulawesi 

Tengah memiliki beberapa sungai di antaranya, Sungai Gumbasa dan 

Sungai Palu. Juga terdapat danau yang menjadi obyek wisata terkenal 

yakni Danau Poso dan Danau Lindu.  

Pada tahun 1964 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1964 terbentuklah Daerah Tingkat I Sulawesi 

Tengah yang meliputi empat kabupaten yaitu Kabupaten Donggala, 



- 14 - 
 

Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Buol Toli-toli. 

Selanjutnya Pemerintah Pusat menetapkan Provinsi Sulawesi Tengah 

sebagai provinsi yang otonom berdiri sendiri yang ditetapkan dengan 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan selanjutnya tanggal pembentukan 

tersebut diperingati sebagai hari lahirnya Provinsi Sulawesi Tengah. 

Dengan perkembangan sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat 

dalam era reformasi yang menginginkan adanya pemekaran wilayah 

menjadi kabupaten, hingga saat ini berdasarkan pemekaran wilayah 

kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, telah menjadi sepuluh daerah 

yakni: 

1. Kabupaten Donggala dengan ibukota di Banawa 

2. Kabupaten Poso dengan ibukota di Poso 

3. Kabupaten Banggai dengan ibukota di Luwuk 

4. Kabupaten Tolitoli dengan ibukota di Tolitoli 

5. Kota Palu dengan ibukota di Palu 

6. Kabupaten Buol dengan ibukota di Biau 

7. Kabupaten Morowali dengan ibukota di Bungku 

8. Kabupaten Banggai Kepulauan dengan ibukota di Salakan 

9. Kabupaten Parigi Moutong dengan ibukota di Parigi 

10. Kabupaten Tojo Una-Una dengan ibukota di Ampana Kota 

11. Kabupaten Sigi dengan ibukota di Bora 

12. Kabupaten Banggai Laut dengan ibukota di Banggai 

13. Kabupaten Morowali Utara dengan ibukota kabupaten di   

Kolonedale 

c. Kondisi Geografis 

Batas-batas geografis Provinsi Sulawesi Tengah adalah:  

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi 

Gorontalo 

2. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Maluku dan Provinsi 

Maluku utara 

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan 

provinsi Sulawesi Tenggara 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi 

Sulawesi Barat 

Pembagian wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut adalah 

sebagai berikut: 

1. Dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan 

laut sekitar 20,20%; 

2. Wilayah dengan ketinggian 100–500 meter dari permukaan laut 

sekitar 27,20%; 
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3. Wilayah dengan ketinggian diatas 500–1000 meter dari permukaan 

laut sekitar 26,27%; dan 

4. Wilayah dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut sekitar 

25,90%. 

1.4.2 Gambaran Umum Masa Pandemi COVID-19 

Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Kab. Donggala, Kab. Sigi dan 

Kab. Parigi Moutong mengalami bencana gempa, tsunami dan likuifaksi 

pada tahun 2018. Dampak dari bencana tersebut masih dirasakan oleh 

sebagian masyarakat. Situasi ini semakin memburuk sejak pandemi 

COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal 2020. Dampak gempa dan 

pandemi ini menimbulkan gangguan berskala besar terhadap berbagai 

sektor kehidupan, terutama sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan 

pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Pada tanggal 26 Maret 2020, Gubernur Sulawesi Tengah, Longki 

Djanggola menyatakan kasus pertama pasien yang terkonfirmasi positif 

COVID-19 yang dirawat di RS. Undata, Palu, Sulawesi Tengah 

(https://regional.kompas.com/read/2020/03/26/22362601/kasus-pertama-satu-pdp-

yang-dirawat-di-rs-undata-positif-corona diakses 30 April 2021). Merujuk pada 

situasi ini, pada tanggal 30 Maret 2020 Gubernur Sulawesi Tengah 

mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur No. 360/134/BPBD - 

G.ST/2020 tentang Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus 

Corona di Sulawesi Tengah. Surat keputusan ini kemudian segera direvisi, 

dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Gubernur No. 360/135/BPBD - G.ST/2020 tentang 

Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Corona Virus 

Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah yang dikeluarkan dan 

dinyatakan berlaku pada tanggl 31 Maret 2020. Selanjutnya, pada tanggal 

13 April 2020, terbit Surat Keputusan Gubernur No. 360/144/BPBD - 

G.ST/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 

360/135/BPBD - G.ST/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Darurat 

Tertentu Bencana Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah.  

Pada perkembangannya, sebaran virus COVID-19 dari data Dinas 

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2021 ditampilkan dalam tabel 

berikut (https://dinkes.sultengprov.go.id/update-03-mei-2021/ diakses pada 3 Mei 

2021). 

 

Tabel 1.4 Data Dinas Kesehatan Kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah Per 3 Mei 2021 

 
Status  Jumlah 

Konfirmasi (+) kumulatif  12.372 orang 

Sembuh (Angka Sembuh 

dalam %) 

11.319 orang (91,14%)  
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Meninggal (CFR %)  337 orang (2,72%) 

Kasus aktif 716 pasien 

Proses Labotatorium   271 sampel 

Sumber: https://dinkes.sultengprov.go.id/update-03-mei-2021/ 

 

Data tersebut memperlihatkan besarnya Case Fatality Rate/CFR) (tingkat 

fatalitas kasus) adalah angka kematian yang disebabkan oleh penyakit 

tertentu pada periode waktu tertentu dan dibagi jumlah kasus dari 

penyakit tersebut. Di Provinsi Sulawesi Tengah, angka CFR adalah 2,7% 

yang artinya angka ini sama dengan angka CFR nasional yaitu 2,7% 

(https://COVID19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/situasi-terkini-

perkembangan-coronavirus-disease-COVID-19-07-april-2021,  diakses 

pada 29 April 2021). Sedangkan angka kesembuhan Provinsi Sulawesi 

Tengah adalah 91,14%, ini juga sama dengan angka kesembuhan nasional 

yaitu 91.1% (https://www.merdeka.com/peristiwa/jumlah-pasien-

sembuh-dari-COVID-19-di-indonesia-per-22-april-2021.html diakses pada 

29 April 2021).  

Pandemi ini sangat masif penyebarannya di dunia dan berbagai wilayah di 

Indonesia yang memiliki potensi penyebaran dari penularan wabah 

pandemi melalui transmisi dari manusia ke manusia masih terus terjadi. 

Perilaku masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dalam rangka 

pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

menjadi determinan yang menentukan pola penyebaran virus COVID-19. 

Durasi pandemi yang berlangsung sudah lebih dari 12 bulan ini 

menimbulkan berbagai macam dampak pada aspek kehidupan manusia di 

seluruh dunia termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. 

Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampak-

dampaknya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Keputusan 

Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 443/121/DIS.KES-G.ST/2020 

membentuk Gugus Tugas Percepatan Penangganan COVID-19. Kemudian 

diikuti dengan Edaran Gubernur Nomor 443/141/Dis.Kes Tahun 2020 

Tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19 Di Sulawesi 

Tengah. Keputusan gubernur ini merupakan revisi kedua sebagai respon 

dari perkembangan COVID-19 Sulawesi Tengah. Selanjutnya, Pemerintah 

Sulawesi Tengah juga mengikuti instruksi Pemerintah Pusat terkait 

pembentukan Satgas COVID-19 dengan menerbitkan SK Gubernur Nomor 

440/447/DIS. KBS-G.ST/2020 tentang Perubahan atas Keputusan 

Gubernur Nomor: 440/382/RO.HP-G.ST/2020 tentang Pembentukan 

Satuan Tugas Penanganan Coronavirus Disease 2019 Provinsi Sulawesi 

Tengah. 

Di Provinsi Sulawesi Tengah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana (R3P) COVID-19 ini menitikberatkan pada sektor Ekonomi, 
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Sosial dan Lintas Sektor sebagai strategi pemulihan dengan 

memperhatikan pola penanganan pandemi COVID-19. Dokumen R3P 

Pandemi COVID-19 sebagai dokumen acuan penanganan pandemi COVID-

19 di Sulawesi Tengah ini berfokus pada empat isu utama terdampak, 

yaitu: pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Penentuan empat isu 

prioritas ini dilakukan melalui proses telaah dan kesepakatan di tingkat 

OPD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Workshop Persiapan Jitupasna (10 

Februari 2021) yang dihadiri oleh para pemegang andil, setelah 

sebelumnya dilakukan penyaringan dampak dan akibat pandemi di 

masing-masing OPD. Sehingga prioritisasi terhadap empat isu ini juga 

dilakukan berdasarkan data akibat dan dampak pandemi yang terjadi dan 

dialami secara langsung oleh masyarakat. Beberapa pertimbangan dalam 

pemilihan masalah akibat pandemi berdasarkan isu prioritas adalah: 

1. Masalah paling banyak dirasakan oleh target survei Jitupasna 

melalui persepsi dari para pemangku kepentingan (stakeholders) 

berdasarkan pengamatan selama ini. Kelompok sasaran survei 

adalah penduduk dengan kelompok pendapatan di bawah Rp 1,8 

juta per kepala per bulan yang teridentifikasi sebagai penerima 

bantuan sosial (angka Rp 1,8 juta/kepala/bulan ini sesuai survei 

sosial demografi BPS 2020); 

2. Krisis Pandemi berbeda dengan bencana konvensional lainnya 

dimana pandemi belum mengenal kerusakan infrastruktur. 

Sehingga dalam Jitupasna tidak dilakukan penghitungan 

kerusakan infrastruktur. Pandemi berdampak pada gangguan 

akses kebutuhan dasar, gangguan fungsi sosial kemasyarakatan 

dan peningkatan risiko warga terdampak; dan 

3. Pandemi juga berakibat pada kerugian, namun kerugian sangat 

masif sehingga tidak mungkin dilakukan penghitungan jumlah 

kerugian seperti pada bencana konvensional yang biasanya 

terlokalisir pada wilayah geografis tertentu. Mengingat luasnya 

kerugian akibat pandemi maka Jitupasna pandemi menyandarkan 

pada informasi makro untuk penilaian kerugian yang selanjutnya 

tidak dianalisis dalam survei ini. 

 

1.5 Konsep 

1.5.1 Pengkajian Kebutuhan Pascabencana  

Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) adalah suatu rangkaian 

kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan 

kebutuhan, dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang 

menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan 
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penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non-fisik yang 

menyangkut aspek pembangunan manusia, perumahan atau 

pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Analisis 

dampak melibatkan tinjauan keterkaitan dan nilai agregat (total) dari 

akibat-akibat bencana dan implikasi umumnya terhadap aspek-aspek 

fisik dan lingkungan, perekonomian, psikososial, budaya, politik dan tata 

pemerintahan. 

Jitupasna juga menjadi sebuah instrumen berbasis bukti yang akan 

digunakan untuk merencanakan program-program pemulihan 

pascabencana. Jitupasna sudah digunakan luas dalam berbagai bencana 

alam di Indonesia sejak tahun 2010, dan telah secara resmi mendapatkan 

dukungan dari BNPB pada tahun 2011 seusai uji terap pada bencana 

erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Dukungan BNPB ini juga 

menandai implementasi Jitupasna secara nasional sebagai sebuah 

instrumen pengkajian berbasis bukti untuk R3P. 

Selama ini, Jitupasna dilaksanakan untuk merespon bencana alam yang 

dilakukan pada fase peralihan dari darurat bencana ke pemulihan. 

Namun dalam masa pandemi ini, Jitupasna pandemi COVID-19 

dilakukan secara bersamaan dengan masa darurat bencana karena 

situasi krisis yang tidak dapat diprediksi kapan krisis pandemi ini akan 

berakhir, telah menghancurkan penghidupan warga, terutama dalam aset 

penghidupan ekonomi, kesehatan dan sosial. Seperti yang telah 

ditekankan sebelumnya, dalam survei Jitupasna pandemi COVID-19 ini, 

sektor permukiman dan infrastruktur tidak akan dilakukan pengkajian 

karena hingga saat ini tidak ada kerusakan permukiman dan 

infrastruktur sebagai akibat langsung dari pandemi ini. Lebih lanjut tiga 

sektor, yaitu sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor 

yang akan dikaji dalam survei Jitupasna. Sehingga, program rehabilitasi 

dan rekonstruksi pascabencana pandemi COVID-19 dilakukan untuk 

mencegah perburukan kondisi penghidupan warga terdampak dengan 

meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan mereka dalam 

sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor. Dari tiga sektor 

ini, empat isu prioritas telah dipilih agar program rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana pandemi COVID-19 berjalan dengan efektif 

dan efisien. Empat isu prioritas, yaitu pertanian, perikanan, pariwisata, 

dan UMKM, disepakati dalam workshop persiapan Jitupasna (10 Februari 

2021) berdasarkan data dan informasi awal yang diperoleh dari berbagai 

OPD terkait di tingkat provinsi sebagai isu yang paling memengaruhi 

penghidupan masyarakat terdampak di Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah 

dilakukan analisis terhadap hasil survei Jitupasna, berbagai program 
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kegiatan pemulihan diharapkan dapat dicetuskan untuk meningkatkan 

kapasitas dan mengurangi kerentanan masyarakat terdampak.  

Program-program peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan 

yang relevan, misalnya: 

1. Program dukungan diversifikasi usaha akibat pandemi 

2. Program perluasan jaringan komunikasi untuk memperluas akses 

pasar di desa 

3. Program pelatihan untuk membantu angkatan kerja yang 

menganggur karena pandemi 

4. Program pengurangan risiko bencana untuk menghadapi bencana 

konvensional saat pandemi berlangsung 

5. Program perbaikan jaminan sosial agar tepat sasaran 

6. Beberapa program lain yang bisa efektif mendampingi jaminan 

sosial dari pemerintah pusat (bantuan langsung tunai/BLT atau 

subsidi) 

 

Mengingat pandemi sudah terjadi selama lebih dari setahun, maka 

banyak kemungkinan proses adaptasi yang unik dan organik sudah 

dilakukan warga selama krisis berlangsung. Proses ini alamiah dilakukan 

oleh warga sebagai adaptasi terhadap krisis yang menerpa. Program 

pemulihan yang baik adalah program pemulihan yang mendukung dan 

bertumpu pada mekanisme adaptasi yang sudah dilakukan oleh warga 

(coping mechanism). Jitupasna pandemi ini juga mengidentifikasi coping 

mechanism untuk menjadi tumpuan-tumpuan bagi program-program 

pemulihan. 

Hal utama yang harus diperhatikan dalam pemulihan pascabencana 

adalah selalu mengkaji risiko bencana dalam program pemulihan, 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 2 tahun 2012, tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana, yang dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

 

RisikoBencana =
Ancaman x Kerentanan

Kapasitas
 

 

Berdasarkan pada pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko 

bencana amat bergantung pada: 

1. Tingkat Ancaman Kawasan 

2. Tingkat Kerentanan kawasan terancam 

3. Tingkat Kapasitas kawasan yang terancam 
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Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan 

besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk 

spasial maupun non-spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko 

bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana di suatu kawasan untuk mengurangi risiko bencana yang 

bertujuan: 

1. Memperkecil ancaman kawasan 

2. Mengurangi kerentanan kawasan terancam 

3. Meningkatkan kapasitas kawasan terancam 

1.5.2 Ancaman 

Ancaman didefinisikan sebagai kejadian yang berpotensi mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menyebabkan 

timbulnya korban jiwa, kerusakan harta benda, kehilangan rasa aman, 

kelumpuhan ekonomi dan kerusakan lingkungan serta dampak 

psikologis. Ancaman bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah wabah penyakit. Ancaman bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah wabah penyakit. Pada aspek ancaman, beberapa 

jenis ancaman pun bisa dilakukan mitigasi, terutama ancaman yang 

terkait iklim seperti kekeringan, banjir, tanah longsor dan abrasi/erosi. 

1.5.3 Kerentanan 

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat 

yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi 

ancaman bencana. Kerentanan juga ditentukan oleh faktor-faktor fisik, 

sosial, ekonomi, geografi yang mengakibatkan menurunnya kemampuan 

masyarakat dalam menghadapi bencana. 

1.5.4 Kapasitas 

Kapasitas, merujuk pada Bab I.1.4. Peristilahan, Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang 

Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, adalah kemampuan daerah 

dan masyarakat untuk melakukan Tindakan pengurangan Tingkat 

Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana. Kapasitas dapat juga 

diartikan kemampuan sumber daya yang dimiliki setiap orang atau 

kelompok di suatu wilayah yang dapat digunakan dan ditingkatkan untuk 

mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini dapat berupa pencegahan, 

pengurangan dampak, kesiapsiagaan dan keterampilan mempertahankan 

hidup dalam situasi darurat.  

Kerentanan dan kapasitas dapat dikelola dengan adaptasi, misalnya pada 

penghijauan, penanaman bakau, pemulihan terumbu karang, pemakaian 

biogas dan solar cell serta pemakaian sumber daya yang berkelanjutan. 

Bila hal ini tidak dilakukan, maka upaya pemulihan akan menimbulkan 

persoalan di masa depan dan tidak berkelanjutan serta lestari (green 
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recovery). Pemulihan pandemi sebaiknya merupakan pemulihan yang 

inovatif, berkelanjutan dan lestari dalam mengelola kerentanan dan 

kapasitas kelompok terdampak sebagai hal-hal esensial dalam 

melaksanakan pemulihan ekonomi yang hijau atau green economy 

recovery. 

Definisi dari green economy recovery dari UNEP (United Nations 

Environment Programme) adalah ekonomi yang mengakibatkan 

kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial yang lebih baik dan dalam 

waktu yang sama mengurangi secara signifikan risiko-risiko lingkungan 

dan kelangkaan ekologis (Towards a green economy: Pathways to a 

sustainable development and poverty eradication; a synthesis for policy 

makers: UNEP, 2012). Sederhananya, green economy dapat dilihat sebagai 

satu ekonomi dengan emisi karbon rendah, efisien sumber daya dan 

inklusif secara sosial dengan pertumbuhan pendapatan dan 

ketenagakerjaan yang didorong oleh investasi publik dan swasta yang 

dapat mengurangi emisi karbon dan polusi, memperluas efisiensi energi 

dan sumber daya, dan mencegah hilangnya keragaman hayati dan 

layanan ekosistem. Investasi ini harus dikatalisasi dan didukung dengan 

pembelanjaan publik, reformasi kebijakan dan perubahan peraturan 

perundangan. Langkah pembangunan harus memelihara, memperluas 

dan bila perlu, membangun ulang modal alam sebagai satu aset ekonomi 

yang sangat penting dan sebagai satu sumber manfaat publik, terutama 

bagi masyarakat miskin yang tergantung pada alam untuk mata 

pencaharian dan keamanan mereka. Konsep green economy tidak 

menggantikan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 

development), namun semakin diakui bahwa pencapaian mencapai 

keberlanjutan (sustainability) nantinya akan mendapatkan ekonomi 

secara keseluruhan dengan baik.  

Lima prinsip-prinsip dari green economy sebagai serangkaian prinsip-

prinsip yang terus menerus berkembang sebagai pemandu aksi kolektif 

menuju ekonomi hijau yang inklusif (Principles, priorities and pathways 

for inclusive green economies: Economic transformation to deliver the 

SDGs; Green Economy Coalition, 2019). Lima prinsip-prinsip itu adalah 

prinsip kesejahteraan/the well-being principle (ekonomi yang 

memungkinkan semua orang untuk menciptakan dan menikmati 

kesejahteraan), prinsip keadilan/the justice principle (ekonomi yang 

mempromosikan kesetaraan di dalam dan di antara generasi), prinsip 

batasan planet/the planetary boundaries principle (ekonomi yang 

menjaga, memulihkan dan berinvestasi pada alam), prinsip efisiensi dan 

kecukupan/the efficiency and sufficiency principle (ekonomi digunakan 

untuk mendukung konsumsi dan produksi yang berkelanjutan), dan 
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prinsip tata pemerintahan yang baik/the good governance principle 

(ekonomi dikawal oleh instansi yang terintegrasi, memiliki tanggung 

gugat, dan tangguh).  

Green economy memiliki tiga rangkaian prioritas kegiatan katalis awal 

yang membantu dalam memulai dan mempercepat transisi ekonomi 

menuju ekonomi yang hijau (Principles, priorities and pathways for 

inclusive green economies: Economic transformation to deliver the SDGs; 

Green Economy Coalition, 2019). Prioritas kegiatan yang pertama adalah 

rangkaian kegiatan untuk memahamkan atas kebutuhan dan potensi-

potensi green economy, melalui kegiatan diagnosis dan peningkatan 

kesadaran. Prioritas kegiatan yang kedua adalah rangkatan kegiatan 

untuk mengarahkan progres yang melibatkan dan memobilisasi para 

pemangku kepentingan, melalui kegiatan dialog dan pengembangan 

kapasitas. Prioritas kegiatan yang ketiga adalah untuk berinovasi dan 

menjangkau solusi, melalui kegiatan new metrics (metriks keuangan yang 

baru), katalog praktik-praktik baik, dan katalog finansial.  

Dalam konteks pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) 

pandemi COVID-19, di Provinsi Sulawesi Tengah telah diawali dengan 

dilaksanakannya survei kuantitatif dan dilanjutkan dengan wawancara 

mendalam serta Focus Group Discussion (FGD) dengan sasaran responden 

adalah masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 1.800.000,00. 

Sebagaimana tampak pada tabel dibawah ini, yang merupakan kutipan 

dari Survey Sosial Demografi BPS RI tahun 2020 mengenai kelompok 

paling terdampak pandemi. 

 

Tabel 1.5 Kelompok Pendapatan yang Terdampak COVID-19 

Tingkat Pendapatan 

 

Persentase 

Penurunan 

Pendapatan <= Rp 1.800.000,00/bulan 70,53% 

Rp 1.800.000,00/bulan<= pendapatan <= Rp 3.000.000,00/bulan 46,77% 

Rp 3.000.000,00/bulan<= pendapatan <= Rp 4.800.000,00/bulan 37,19% 

Rp 4.800.000,00/bulan<= pendapatan <= Rp 7.200.000,00/bulan 31,67% 

Pendapatan >= Rp 7.200.000/bulan 30,34% 

Sumber: Survey Demografi Dampak COVID-19, Agustus 2020. Badan Pusat Statistik Indonesia. 

 

Dengan pembatasan nominal penghasilan tersebut, diharapkan dapat 

ditemukan golongan masyarakat yang paling merasakan akibat dan 

dampak pandemi sebagai sasaran responden dalam survei Jitupasna ini. 

Hal ini disebabkan mereka adalah rumah tangga lapisan bawah (miskin) 

biasanya hanya bisa mengandalkan tenaga sebagai aset (modal) 

penghidupannya (Bernstein et al. 1992 dan Leach et al.1997 dan Ellis 

2000 dalam Abdurrahim 2015). Selanjutnya pemberian akses kepada 

rumah tangga lapisan bawah untuk mendapatkan dan memanfaatkan 
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aset penghidupan yang dibutuhkannya terbukti mampu meningkatkan 

kapasitas dan kemampuannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang 

dapat mempertahankan penghidupannya. 

1.5.5 Perkiraan Kebutuhan 

Perkiraan kebutuhan adalah penghitungan biaya yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Adapun 

prinsip-prinsip dalam melakukan Jitupasna adalah partisipatif, berbasis 

bukti (evidence based), sensitif terhadap pengurangan risiko bencana, 

pemenuhan hak-hak dasar, transparan dan akuntabel, serta menghargai 

kelompok rentan dan gender. Ruang lingkup Jitupasna dengan mengacu 

pada Peraturan BNPB No. 05 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, maka upaya 

rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan pada enam aspek, yakni 

kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, 

sosial dan lintas sektor yang dipadukan dalam komponen Jitupasna. 

Pada laporan-laporan mengenai sustainable livelihood (penghidupan 

berkelanjutan) diketahui bahwa penghidupan manusia tergantung pada 

5 aspek penghidupan. Tanpa kelima aset pendukung penghidupan maka 

manusia tidak bisa dikatakan hidup bermartabat. Bencana, krisis atau 

pandemi menyebabkan terganggunya sebagian atau semua aset 

penghidupan ini. Berikut adalah aset penghidupan yang dibutuhkan 

penghidupan berkelanjutan manusia yang dirumuskan oleh D. Carney 

(1998). 

 

 

Gambar 1.3 Pentagonal Aset 
Sumber: Carney, D., 1998. Sustainable rural livelihoods: What contribution can we make? Department 

for International Development, UK, London 

 

Dalam Pandemi ini Aset (modal) yang terganggu hanya merujuk pada tiga 

‘Pentagonal Aset”, yaitu: 

1. Modal Sosial 

2. Modal Keuangan 

3. Modal Manusia 
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Sedangkan aset fisik dan alam belumlah terganggu akibat pandemi, 

kecuali bila ada kerusuhan atau konflik yang ditimbulkan oleh pandemi. 

Pandemi dengan karakter krisisnya tidak atau belum berakibat pada 

modal aset fisik dan alam. Meski dalam jangka panjang dapat terjadi 

karena kemungkinan peningkatan limbah medis yang berakibat pada 

kerusakan alam. Namun dalam kerangka pemulihan saat ini, hal tersebut 

belum diidentifikasi sebagai akibat pandemi. Dengan demikian strategi 

pemulihan pandemi COVID-19 juga akan terprioritaskan pada pemulihan 

atau pencegahan penurunan kapasitas dan penaikan kerentanan pada 

tiga Pentagonal Aset yaitu: 

1. Aset sosial: pemulihan komunitas sebagai modal sosial menghadapi 

pandemi. Misalnya melalui penguatan desa tangguh, dukungan 

Satuan Tugas COVID-19 di desa atau komunitas, dukungan-

dukungan pencegahan pandemi di tingkat komunitas, keluarga dan 

individu; 

2. Aset ekonomi: pemulihan penghidupan aset ekonomi melalui 

adaptasi usaha warga pada kebiasaan baru misalnya melalui 

penerapan protokol kesehatan pada usaha-usaha utama penduduk 

dan memperluas peluang usaha sebagai adaptasi terhadap 

pandemi yang terjadi; 

 

 

3. Aset manusia: pemulihan pada aset manusia meliputi perbaikan 

akses layanan kesehatan warga, termasuk peningkatan kapasitas 

layanan kesehatan secara keseluruhan. Ini juga meliputi perluasan 

jaminan kesehatan, cakupan test dan Pendidikan. 

Prinsip-prinsip di atas berguna untuk mencapai prinsip besar pemulihan 

yaitu build back better and safer, yaitu keadaan di mana pemulihan 

bencana atau krisis atau pandemi berdampak pada dijauhkannya warga 

dari risiko-risiko krisis yang lain. Prinsip ini diterjemahkan dalam konsep 

berkelanjutan dari program-program pemulihan yang ada. 

Dalam jangka panjang, dokumen perencanaan pemulihan ini harus bisa 

memandu pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta para aktor 

pemulihan dalam memberikan dukungan strategi pemulihan yang lestari 

dan berkelanjutan (green recovery), karena Build Back Better and Safer 

berarti juga mampu melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 

Adaptasi dan mitigasi merupakan fungsi yang bisa dilakukan bersama 

dalam pemulihan dengan memperkaya fungsi program pemulihan dengan 

muatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, misalnya program 

penguatan pemulihan eco-wisata (sub-sektor pariwisata) sebagai alih-alih 

pemulihan yang ekstraktif. Di lain pihak, dapat juga melakukan program 
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dukungan energi bagi UMKM namun pada implementasinya berupa 

instalasi biogas atau solar sel. Upaya-upaya strategis dan praksis ini perlu 

wadah penuangan dalam dokumen kebijakan yang berbeda. Wadah 

tersebut dapat berupa dokumen R3P Pandemi COVID-19 ini untuk upaya 

yang strategis dan dokumen rencana kerja tahunan untuk upaya yang 

praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4 Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 

Mitigasi Adaptasi Adaptasi

Mitigasi 
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BAB II 

DAMPAK PANDEMI COVID-19 

 

Pada bulan Juli hingga Agustus 2020, UNDP, UNICEF, dan SMERU telah 

melakukan kajian cepat atas dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi 

COVID-19 di tingkat rumah tangga di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Provinsi 

Sulawesi Tengah dan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua provinsi ini menjadi lokus studi karena 

untuk mengetahui lebih jauh keadaan keluarga dan anak-anak di wilayah 

pascabencana alam tahun 2018 yang melanda di kedua provinsi ini.  

 

 

Gambar 2.1 Analisis Studi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga pada Daerah 
Bencana Alam 2018 

Sumber: Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 pada Wilayah Pascabencana: Kajian Cepat di Nusa 
Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, Oktober 2020, UNDP, UNICEF,  

dan SMERU Research Institute. 

 

Dalam “Studi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga pada 

Daerah Bencana Alam 2018”, analisis dilakukan dengan melihat dampak 

bencana alam tahun 2018 dan dampak pandemi COVID-19 terhadap rumah 

tangga di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dampak 

yang menimpa kehidupan dan penghidupan rumah tangga melakukan 

mekanisme coping dengan mendapatkan dukungan eksternal sehingga 

terbentuklah ketangguhan atau terjadi kerentanan di dalam rumah tangga. 

Dalam studi itu, sebesar 85% dari rumah tangga yang diteliti adalah mereka 

yang  terdampak  bencana  alam  di tahun 2018 dan di antaranya, yaitu sebesar 

29% rumah tangga masih dalam proses pemulihan ekonomi pascabencana  
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2018. Sebesar 15% rumah tangga membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan 

untuk kembali pulih perekonomiannya.   

 

 

Gambar 2.2 Dampak Paling Signifikan dari Pandemi COVID-19 pada Rumah Tangga pada Daerah 
Bencana Alam 2018 di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

Sumber: Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 pada Wilayah Pascabencana: Kajian Cepat di Nusa 
Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah, Oktober 2020, UNDP, UNICEF,  

dan SMERU Research Institute. 
 

Salah satu temuan dari studi itu adalah separuh rumah tangga (47%) 

menyatakan bahwa kehilangan pekerjaan/pendapatan adalah dampak paling 

signifikan dari pandemi COVID-19. Hampir seperempat (21,6%) dari responden 

menyatakan lainnya atau tidak merasa terdampak dari pandemi COVID-19. 

Beberapa dampak lain yang teridentifikasi sebagai dampak yang signifikan dari 

pandemi COVID-19 adalah responden mengalami tekanan psikologi (19,3%), 

kehilangan anggota keluarga (11,2%), dan kesulitan mengakses layanan 

pendidikan dan kesehatan (0,7%). Berbagai dampak dalam yang teridentifikasi 

dalam “Studi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga pada 

Daerah Bencana Alam 2018” selanjutnya terkonfirmasi dalam survei Jitupasna 

di Provinsi Sulawesi Tengah.  
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Akibat dan dampak dari pandemi COVID-19 telah dialami oleh masyarakat 

terdampak di Provinsi Sulawesi Tengah sejak kuartal pertama tahun 2020. 

Berbagai akibat dan dampak ini dihadapi oleh masyarakat dengan melakukan 

berbagai mekanisme adaptasi (coping mechanism/mekanisme coping) untuk 

keberlangsungan kehidupan mereka, terutama terkait sektor: 

1. Kesehatan 

2. Ekonomi dan UMKM 

3. Gender dan Kelompok Rentan 

4. Pengurangan Risiko Bencana 

Akibat dan dampak serta mekanisme coping ini selanjutnya dikaji sebagai dasar 

untuk merumuskan dan menyelenggarakan program pemulihan sebagai 

respons untuk mengatasi pandemi COVID-19. Perlu ditekankan pula bahwa 

program pemulihan yang baik adalah program yang diimplementasikan 

terutama bagi masyarakat terdampak  untuk mendukung mekanisme coping 

yang selama ini telah dilakukan oleh masyarakat.  

 

1.1 Akibat dan Dampak Pandemi di Bidang Kesehatan 

Pandemi COVID-19 membawa dampak terbesar terhadap sektor 

kesehatan. BPS Sulawesi Tengah mencatat bahwa inflasi pada bulan Februari 

2021 di provinsi ini salah satunya dipengaruhi oleh kelompok kesehatan yaitu 

sebesar 0,05%. Angka ini mengalami kenaikan pada inflasi bulan Maret 2021, 

yaitu sebesar 0,09%. Selanjutnya, pada bulan April 2021 dan Mei 2021, 

kelompok kesehatan berada pada angka yang stabil, yaitu 0,01% dalam 

memengaruhi inflasi di wilayah ini. Inflasi ini membawa dampak pada kenaikan 

harga barang yang mengakibatkan pada menurunnya daya beli masyarakat, 

terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Sehingga, standar 

hidup masyarakat menjadi turun dan terutama masyarakat miskin menjadi 

bertambah miskin. 

Hal ini terlihat pada survei Jitupasna pada sektor kesehatan yang 

menitikberatkan pada gangguan kebutuhan dasar pada sektor kesehatan fisik 

dan kesehatan mental. Pada survei Jitupasna seperti yang terlihat dalam Grafik 

2.1, di antara lima hal yang dinilai sebagai beberapa gangguan kebutuhan dasar 

dalam sektor kesehatan yang dialami oleh masyarakat terdampak, hal akan rasa 

takut untuk mengakses layanan kesehatan cukup tinggi, yaitu sebesar 80,38% 

karena risiko terinfeksi COVID-19 di pusat layanan kesehatan. Keempat hal lain 

dirasa oleh responden tidak terlalu mengganggu masyarakat terdampak untuk 

mengakses dan mendapatkan layanan dalam sektor kesehatan fisik dan mental, 

masing-masing adalah perihal kurangnya peralatan dan obat-obatan dan 

terbatasnya APD dan tenaga medis, dan lain-lain (22.97%), perihal harga-harga 

layanan kesehatan yang semakin tidak terjangkau (13,4%), perihal gangguan 

lain-lain terkait pelayanan seperti halnya asuransi, rumitnya proses bantuan 
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Askes, regulasi, dan lain-lain (10,53%), dan perihal ongkos transportasi dari 

tempat tinggal masyarakat ke pusat layanan Kesehatan yang dirasa semakin 

mahal (7,18%). 

 

Grafik 2.1 Dampak Pandemi terhadap Gangguan Kebutuhan Dasar di Sektor Kesehatan Fisik dan 
Mental 

Sumber: Hasil Survei Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 

 

Temuan terkait ketakutan masyarakat untuk mengakses di pusat layanan 

Kesehatan ini terkonfirmasi dalam FGD yang diadakan di Desa Ampibabo, 

Kabupaten Parigi Moutong bahwa layanan puskesmas sempat pernah tutup 

karena isu petugas yang positif COVID-19. Selain itu, minimnya pengetahuan 

masyarakat terkait informasi hidup sehat dan bagaimana cara mencegah 

penularan COVID-19 juga menyebabkan timbulnya rasa takut berlebihan 

terkait virus COVID-19. Ketakutan yang sama juga ditemukan dalam FGD 

dengan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) perwakilan ODHA (Orang Dengan 

HIV & AIDS) dan komunitas transgender di Palu. Mereka mengatakan takut 

untuk periksa rutin ke rumah sakit karena mereka merasa tubuhnya rentan 

tertular COVID-19. Selain juga adanya stigma terhadap ODHA dan transgender 

yang rentan untuk menularkan dan tertular COVID-19. Ketakutan ini tidak 

hanya dirasakan oleh ODHA dan transgender, namun juga oleh penyandang 

disabilitas.  

 

Box 2.1  

Dampak Pandemi Terhadap Pola Pencarian Layanan Kesehatan 

(Seeking Health Behavior) 

 

Wawancara mendalam yang dilakukan terhadap Ibu NN (52 tahun) penyandang disabilitas 

rungu wicara, seorang kepala keluarga perempuan (suami meninggal) dan bekerja sebagai 

buruh tani berasal dari Desa Pakuli Utara, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi 

menceritakan adanya rasa takut dan khawatir saat awal pandemi COVID-19 di bulan 

Maret-Mei 2020. Ibu NN memilih untuk membeli obat di warung ketika sakit daripada 

pergi ke puskesmas. Perilaku Ibu NN yang tidak bersedia berobat ke puskesmas dan 

memilih membeli obat di warung disebabkan oleh rasa takut tertular COVID-19 di 

puskesmas. Ketakutan ini berawal ketika Ibu NN melihat perubahan perilaku masyarakat 
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yang masif yaitu memakai masker karena Ibu NN tidak mendapatkan edukasi lebih 

mendalam terkait pemakaian masker dan situasi pandemi COVID-19. Bagi Ibu NN 

perubahan ini merupakan hal yang aneh sehingga menyebabkan Ibu NN takut terhadap 

situasi “aneh” ini dan memengaruhi perilakunya dalam pencarian layanan kesehatannya. 

Persepsi tentang puskesmas yang sejak awal menakutkan buat Ibu NN memperkuat 

alasan Ibu NN untuk tidak mengakses layanan puskesmas. 

“Dia itu takut kalau ke puskesmas, apalagi orang banyak yang pakai masker, dia ikut 

saja yang disuruh anak dan keluarganya. Tapi beliau tidak tahu kenapa harus memakai 

masker, tidak ada informasi ke dia”  

Demikian disampaikan Ketua RT setempat yang mendampingi bersama keponakan Ibu 

NN saat wawancara. 

 

Keterangan: Health seeking behavior (perilaku pencarian pelayanan kesehatan) merupakan perilaku 

untuk memperoleh penyembuhan atau pemecahan masalah kesehatan pada orang yang mengalami 

sakit atau terkena masalah kesehatan (Notoatmodjo, 2010) 

 

Selain adanya rasa takut tertular COVID-19, dampak lainnya adalah 

terganggunya kebutuhan dasar di bidang kesehatan karena kurangnya 

alat/obat dan APD (22,97%). Dalam FGD dengan perwakilan ODHA dan 

transgender teridentifikasi terganggunya rantai pasok Anti Retroviral (ARV) yang 

disebabkan oleh ketersediaan ARV di masa awal COVID-19 (Maret-Juni 2020) 

yang langka dan susah didapatkan. Kelangkaan dan sulitnya ARV ini 

menyebabkan terjadinya putus minum obat bagi ODHA. Kondisi ini sangat 

membahayakan kesehatan ODHA karena berpotensi menyebabkan virus HIV 

berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi kesehatan ODHA. 

Kelangkaan ini dipicu oleh rantai distribusi di Provinsi Sulawesi Tengah dan 

Provinsi Sulawesi Barat yang terhambat karena diberlakukannya Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB). Terapi antiretroviral (ARV) adalah mengobati 

infeksi HIV dengan dengan memperlambat pertumbuhan virus. (diakses dari 

http://spiritia.or.id/artikel/detail/25 pada 3 Mei 2021)  

Dampak lain dari pandemi di sektor kesehatan adalah biaya layanan 

kesehatan yang dinilai semakin tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat 

(13,4%). Pada penderita ODHA misalnya, harus melakukan tes Cluster of 

Differentiation4 (CD4) sebelum mendapatkan vaksin COVID-19. Biaya tes CD4 

adalah Rp 1.485.000,-/layanan dan layanan tes ini tidak tersedia di seluruh 

rumah sakit di Provinsi Sulawesi Tengah. Biaya ini dirasa cukup besar bagi 

sebagian besar ODHA yang bekerja di salon dan kuliner karena mengalami 

penurunan pendapatan sejak awal pandemi. Tes ini diperlukan untuk 

mengetahui sistem kekebalan tubuh ODHA (diakses dari 

http://spiritia.or.id/artikel/detail/12 pada 3 Mei 2021). Selain mendapatkan 

vaksin COVID-19 tanpa biaya, ODHA juga berharap juga untuk bisa 

mendapatkan tes CD4 dengan gratis.  
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Gangguan di sektor kesehatan lainnya seperti gangguan pelayanan 

asuransi/bantuan askes rumit/regulasi ditemukan sebesar 10,53% dan ongkos 

transportasi ke layanan kesehatan semakin mahal ditemukan sebesar 7,18%. 

Terkait gangguan terhadap bantuan sosial dan kesehatan, kelompok 

transgender mengalami persoalan karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), mengalami kendala dalam mendapatkan bantuan sosial, dan mengakses 

akses BPJS pemerintah. Dalam hal ini KTP berfungsi sebagai identitas diri dan 

sebagai syarat untuk mengakses berbagai layanan dasar dari pemerintah, 

misalnya akses terhadap layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan jaminan 

sosial. (https://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/diskusi-kultural/1560-hak-

kewarganegaraan-solusi-pembuatan-ktp-untuk-waria diakses pada 17 Mei 2021). 

Dalam wawancara mendalam bersama Ibu NN (40 tahun), juga ditemukan 

kenaikan angka kelahiran bayi di hunian sementara (huntara) sejak 2018. 

Namun data ini masih perlu dikonfirmasi dengan data dari Dinas Kesehatan 

kabupaten yang dipilah per kecamatan dimana lokasi huntara tersebut berada 

untuk kemudian dibandingkan dengan data beberapa tahun sebelumnya. Jika 

memang benar ada kenaikan angka kelahiran, maka penting untuk menggali 

informasi lebih dalam tentang penyebab kenaikan angka kelahiran, apakah 

disebabkan oleh kesulitan mengakses alat kontrasepsi karena pandemi yang 

berkepanjangan atau penyebab lain. 

 

1.2 Akibat dan Dampak Pandemi di Bidang Ekonomi  

Secara keseluruhan, perekonomian Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 

2021 tumbuh sebesar 6,26% melambat jika dibandingkan dengan triwulan I 

tahun 2020 (y-on-y) pada periode yang sama yaitu dengan pertumbuhan sebesar 

7,88%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha 

Industri Konstruksi, yaitu sebesar 16,48%, diikuti oleh lapangan usaha Industri 

Pengolahan sebesar 13%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,11%, dan 

Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 11,93%. Sekali 

lagi, jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2020 (y-on-y), Sebagian besar 

lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali lapangan usaha 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi 

dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan 

Jasa Lainnya yang mengalami kontraksi (Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi 

Tengah Triwulan I-2021, Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 

5 Mei 2021).   
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Ketika perekonomian pada triwulan I tahun 2021 dibandingkan dengan 

triwulan IV 2020 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,68%. Enam lapangan 

usaha mengalami kontraksi dan 11 lapangan usaha lainnya bertumbuh positif. 

Keenam lapangan usaha itu adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, 

dan Jaminan Sosial (19,98%), Jasa Pendidikan (6,44%), Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial (5,04%), Jasa Perusahaan (3,07%), Real Estate (2,82%), dan 

Jasa Lainnya (0,03%). Hal yang terjadi yang menyebabkan pertumbuhan 

perekonomian mengalami kontraksi adalah Kontraksi ekonomi tersebut 

dipengaruhi oleh penurunan permintaan yang terjadi pada semua komponen. 

Selain itu, pembatasan mobilitas manusia (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat/PPKM) diberlakukan sebagai salah satu upaya dari sektor 

kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan mobilitas ini 

dilakukan termasuk membatasi orang untuk bekerja di kantor, untuk 

melakukan perjalanan luar kota, untuk pembelajaran tatap muka di sekolah, 

dan untuk berkerumun/berkumpul di tempat-tempat umum, seperti tempat 

makan (Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan I-2021, Berita Resmi 

Statistik, BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 5 Mei 2021). 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar pada 

ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti yang terlihat pada Tabel 

2.1 di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, kondisi ketenagakerjaan di 

Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Februari 2021 jauh lebih baik daripada 

kondisi pada bulan Agustus 2020. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh upaya 

penegakan protokol kesehatan yang ketat yang memungkin orang untuk secara 

bertahap Kembali bekerja. Selain itu, ada berbagai upaya mekanisme coping 

yang dilakukan oleh masyarakat terdampak untuk tetap bertahan penghidupan 

mereka, seperti yang selanjutnya akan dijelaskan pada Bab III tentang 

Kebutuhan Pemulihan.  

 

Tabel 2.1 Dampak COVID-19 Terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020-Februari 2021 

 

Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Februari 2021, Berita Resmi 
 Statistik, BPS Sulawesi Tengah, 5 Mei 2021. 
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Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terbagi menjadi empat 

kelompok, yaitu: 1) pengangguran karena COVID-19, 2) Bukan Angkatan Kerja 

(BAK) karena COVID-19, 3) sementara tidak bekerja karena COVID-19, dan 4) 

penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. 

Kondisi 1 dan 2 adalah sebagai dampak COVID-19 bagi mereka yang berhenti 

bekerja, sedangkan kondisi 3 dan 4 adalah dampak pandemi COVID-19 yang 

dialami oleh mereka yang saat ini masih bekerja (Keadaan Ketenagakerjaan 

Sulawesi Tengah Februari 2021, Berita Resmi Statistik, BPS Sulawesi Tengah, 

5 Mei 2021). 

Tabel 2.1 memperlihatkan pada bulan Februari 2021 secara keseluruhan 

sebanyak 133.880 penduduk usia kerja terdampak COVID-19. Jumlah ini 

mengalami penurunan sebanyak 95.030 orang atau sebesar 41,51% 

dibandingkan bulan Agustus 2020. Pada kelompok pertama, jumlah 

pengangguran karena COVID-19 di bulan Februari 2021 adalah sebanyak 5.460 

orang atau turun cukup signifikan dibandingkan bulan Agustus 2020, yaitu 

sebesar 40,13% atau sebanyak 3.660 ribu orang. Pada kelompok kedua, bukan 

Angkatan kerja BAK karena COVID-19 adalah sebanyak 280 orang pada bulan 

Februari 2021 dengan angka penurunan yang sangat signifikan dibandingkan 

bulan Agustus 2020, yaitu sebesar 5.170 orang atau 94,86%. Jumlah orang 

yang sementara tidak bekerja karena COVID-19 pada bulan Februari 2021 

adalah 5.450 orang atau turun sebanyak 5.980 orang atau 52,36% dari jumlah 

di bulan Agustus 2020. Pada kategori keempat, yaitu penduduk pekerja yang 

mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 adalah sebanyak 122.690 

orang pada bulan Februari 2021. Jumlah ini turun sebanyak 96.030 orang atau 

41.51% dibandingkan jumlah pada bulan Agustus 2020 (Keadaan 

Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah Februari 2021, Berita Resmi Statistik, BPS 

Sulawesi Tengah, 5 Mei 2021). Terkait struktur perekonomian Sulawesi Tengah 

menurut lapangan usaha, triwulan I tahun 2021 masih didominasi oleh empat 

lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan (29,75%), Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan (20,89%), Pertambangan dan Penggalian (13,31%), 

dan Konstruksi (10,85%).  pada pekerjaan yang terjadi di Sulawesi Tengah 

cukup beragam (Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan I-2021, 

Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 5 Mei 2021).  

Sebaran pekerjaan ini terkonfirmasi juga pada survei Jitupasna yang 

dilaksanakan di empat wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu di Kota Palu, 

Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong.    
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Grafik 2.2 Pekerjaan Utama Responden 

Sumber: Hasil Survei Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 
 

Pada Grafik 2.2 terlihat bahwa di empat wilayah survei, pekerjaan sebagai 

pedagang mendominasi, yaitu sebesar 35,5%, diikuti dengan pekerjaan sebagai 

petani sebesar 22,16%, selanjutnya sebesar 14,97% responden bergerak di 

dalam bidang jasa. Sebesar 13,77% responden adalah nelayan dan sebesar 

12,57% mengaku melakukan pekerjaan lain selain sebagai 

petani/nelayan/pedagang/bidang jasa/pegawai. Hanya sekitar 1,2% responden 

adalah pegawai. Lebih dari separuh responden, yaitu sebesar 66,4% mengaku 

bahwa mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan di luar pekerjaan utama 

mereka.  

Hampir tigaperempat dari responden (86,83%) mengakui bahwa pandemi 

COVID-19 telah mengganggu kehidupan mereka, terutama dalam melakukan 

pekerjaan mereka atau dalam upaya mereka memperoleh penghasilan. Dengan 

jumlah responden yang kurang lebih sama, yaitu sebesar 82,3%, mereka 

mengakui bahwa pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak pada 

penghidupan mereka dengan berbagai gangguan yang teridentifikasi. Situasi ini 

diperburuk dengan situasi bahwa mereka, yaitu responden sebesar 89,95%, 

tidak memiliki cadangan keluarga yang bisa mereka gunakan atau manfaatkan 

untuk mempertahankan kehidupan mereka lebih lama. 
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Terkait gangguan penghidupan yang responden alami sebagai dampak 

dari pandemi COVID-19, lebih jauh dipaparkan dalam Grafik 2.3.   

 

 

Grafik 2.3 Gangguan Penghidupan Akibat Pandemi  
Sumber: Hasil Survei Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 

 

Dari responden yang diwawancarai, 55,5% responden menyatakan bahwa 

gangguan terbesar COVID-19 adalah gangguan pasar terutama tidak adanya 

permintaan pasar karena penurunan permintaan konsumen hingga pembelian 

berhenti. Gangguan ini cukup bisa dimaklumi karena sebagian responden 

merupakan pelaku UMKM. Selain itu, daya beli masyarakat menurun karena 

kondisi ekonomi di rumah tangga dalam kondisi buruk akibat pandemi. 

Gangguan lain yang diutarakan oleh responden adalah gangguan modal yang 

disebutkan oleh 28,71% responden dan gangguan distribusi dalam bentuk jalur 

pasok rusak dan ketiadaan distributor yang diutarakan oleh 28,23% responden.  

Hal ini masih berkaitan dengan jumlah responden yang sebagian besar 

sebagai pelaku UMKM yang membutuhkan rantai distribusi yang lancar, baik 

untuk keperluan modal atau bahan maupun distribusi hasil produksi ke 

konsumen. Adanya gangguan distribusi terutama bahan pakan bahkan telah 

terjadi sebelum bulan Mei 2020 (menjelang bulan Ramadhan) yang 

menyebabkan harga naik tak terkendali (Ringkasan Kebijakan No 3 Penanganan 

Gangguan Rantai Pasok Pangan di Masa Pembatasan Sosial terkait Pandemi 

COVID-19, Centre for Indonesian Policy Studies (CIPS), diakses 23 April 2021). 

Tabel 2.2 Lama Cadangan Keluarga Dapat Bertahan Bila Tanpa Penghasilan 

 

Sumber: Hasil Survei Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 



- 36 - 
 

 Situasi ini diperburuk dengan situasi bahwa mereka, yaitu responden 

sebesar 89,95%, tidak memiliki cadangan keluarga yang bisa mereka gunakan 

atau manfaatkan untuk mempertahankan kehidupan mereka lebih lama. Hanya 

sebanyak 10,05% responden yang menyatakan bahwa mereka memiliki 

cadangan untuk tetap mempertahankan kehidupan. Lebih lanjut teridentifikasi 

dari Tabel 2.2 bahwa sebanyak 42,86% responden dari mereka yang menjawab 

memiliki cadangan keluarga (10,05%) mengakui hanya mampu bertahan selama 

2-3 bulan dengan cadangan keluarga yang ada bila mereka tidak memiliki 

penghasilan. Tidak ada satu responden pun yang menjawab bahwa mereka 

mampu bertahan selama lebih dari 5 bulan dengan cadangan keluarga yang 

mereka miliki. Sebanyak 28,57% responden menyatakan hanya mampu 

bertahan selama kurang dari 1 bulan dengan cadangan yang mereka miliki. 

Dengan jumlah yang hampir sama, yaitu 23,81% responden mengaku bahwa 

mereka hanya bisa bertahan selama 3-4 bulan. Sedangkan sisanya, yaitu 4,76% 

responden mengaku hanya bisa bertahan selama 4-5 bulan dari cadangan yang 

mereka miliki.  

Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sejak Maret 2020 juga 

menyebabkan responden merasa terdampak dari segi durasi gangguan. 

 

Grafik 2.4 Lamanya Gangguan Penghidupan Akibat Pandemi 
Sumber: Hasil Survei Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 

 

Pada Grafik 2.4, sebagian besar responden menyatakan bahwa gangguan akibat 

COVID-19 ini terjadi dalam waktu yang cukup lama, bahkan 63,37% responden 

menyatakan bahwa COVID-19 telah mengganggu kehidupan selama lebih dari 

12 bulan. Sedangkan responden sisanya mengutarakan lama gangguan yang 

dirasakan berada di angka yang bervariasi, dan paling sedikit sebanyak 1,16% 

responden menyatakan pandemi hanya mengganggu selama 4 bulan saja.  

Perbedaan durasi gangguan bagi masing-masing responden tergantung pada 

seberapa besar dampak pandemi ini dalam kehidupan mereka. Keluarga yang 

telah rentan sebelum terjadinya pandemi akan menjadi keluarga yang pertama 
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kali terpapar dengan dampak dari pandemi ini dan semakin rentan sejalan 

beriringnya waktu bila tidak ada dukungan lain, termasuk cadangan yang 

dimiliki dan melakukan mekanisme coping sebagai upaya pulih.  

Gangguan bagi kehidupan para responden ini juga memengaruhi pola 

konsumsi makanan dan non-makanan mereka, seperti yang terlihat dalam dua 

grafik yang disandingkan berikut ini, yaitu sebelum dan sesudah pandemi 

COVID-19, seperti yang terlihat dalam Grafik 2.5 dan Grafik 2.6. Perubahan 

pola konsumsi makanan dan non-makanan ini adalah upaya dari 

keluarga/responden untuk tetap mempertahankan hidup mereka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.5 Rata-rata konsumsi makanan bulanan keluarga responden  
sebelum pandemi (grafik sebelah atas) dan selama pandemi (grafik sebelah bawah) 

Sumber: Hasil Survey Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 

 

Dalam Grafik 2.5, secara umum gangguan yang dirasakan menyebabkan 

penurunan daya beli responden, dengan membandingkan pengeluaran sebelum 

dan selama pandemi. Sebelum pandemi terjadi, 65,07% responden menyatakan  

bahwa biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan bulanan keluarga 

berada di bawah Rp 1.000.000,- sedangkan 0,48% responden yang 

mengeluarkan uang konsumsi makanan keluarga berkisar Rp. 2.000.000,- – Rp 

2.500.000,- Namun sejak pandemi melanda selama satu tahun ini, responden 

yang menyatakan pengeluaran konsumsi makanan bulanan bertambah drastis 

menjadi 81,82%. Sedangkan responden yang sebelumnya rela mengeluarkan 

biaya konsumsi pada kisaran Rp 2.000.000,- – Rp 2.500.000,- menjadi 0% alias 

tidak ada. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi pandemi mempersulit 
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ekonomi di keluarga dan memaksa untuk menghemat dari segi pengeluaran, 

bahkan untuk kebutuhan pangan sekalipun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.6 Rata-rata konsumsi non-makanan bulanan keluarga responden  
sebelum pandemi (grafik sebelah atas) dan selama pandemi (grafik sebelah bawah) 

Sumber: Hasil Survei Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 

 

Pada Grafik 2.6, diperlihatkan rata-rata konsumsi non-makanan keluarga 

sebelum dan selama pandemi. Konsumsi non-makanan adalah berbagai jenis 

barang dan jasa di luar kategori makanan, menurut klasifikasi yang digunakan 

BPS terbagi menjadi beberapa sub-kelompok pengeluaran, yaitu pengeluaran 

perumahan dan fasilitas rumah tangga; pengeluaran aneka barang dan jasa; 

pengeluaran pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; pengeluaran barang tahan 

lama; pengeluaran pajak, pungutan, dan asuransi; serta pengeluaran keperluan  

pesta dan upacara/kenduri (Buku 3 Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk 

Indonesia Per Provinsi 2019, berdasarkan hasil Susenas September 2019, BPS 

Indonesia, 2020). 

Pada Grafik 2.6 terlihat bahwa terdapat kenaikan jumlah responden yang 

menyatakan bahwa belanja non-makanan bulanan keluarga berada di bawa Rp 

1 juta, sebelum pandemi sebanyak 91,39% dan menjadi 93,3% selama pandemi 

ini. Kenaikan sebanyak 1,91% mungkin tidak terlalu signifikan, namun jumlah 

ini memiliki potensi untuk meningkat bila tidak ada program pemulihan yang 

tepat. Di lain pihak, ada pula kenaikan jumlah responden yang membelanjakan 

penghasilannya untuk non-makanan di antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per 

bulan, yaitu sebelum pandemi terdapat 0,96% responden dan selama pandemi 
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meningkat menjadi 1,14%. Selanjutnya, terdapat penurunan jumlah responden 

yang membelanjakan uangnya untuk konsumsi non-pangan dengan jumlah Rp 

1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan. Bila sebelum pandemi, terdapat 7,66% 

responden yang menyatakan membelanjakan penghasilannya dan setelah 

pandemi jumlah ini turun menjadi 5,26%. Berkurangnya jumlah ini 

berkontribusi pada kelompok yang membelanjakan uangnya untuk konsumsi 

non pangan dengan jumlah kurang dari Rp 1 juta dan juga kelompok yang 

menghabiskan antara Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta per bulan.  

1.2.1 Sub-sektor Pertanian 

Sub-sektor pertanian masih menjadi salah satu dari empat lapangan usaha 

utama di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu sebesar 20,89% (Pertumbuhan 

Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan I-2021, Berita Resmi Statistik, BPS 

Provinsi Sulawesi Tengah, 5 Mei 2021).  

 

 
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah, April 

2020 
Sumber: Perkembangan Nilai Tukar Petani 

Sulawesi Tengah, Berita Resmi Statistik, BPS 
Sulawesi Tengah, 4 Mei 2020 

 
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah, 

April 2021 
Sumber: Perkembangan Nilai Tukar Petani 

Sulawesi Tengah, Berita Resmi Statistik, BPS 
Sulawesi Tengah, 3 Mei 2021 

Grafik 2.7 Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah, April 2020 (sebelum Pandemi COVID-19, 
grafik sebelah kiri) dan April 2021 (setelah Pandemi COVID-19, grafik sebelah kanan) 

 

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat 

kemampuan/daya beli petani di perdesaan yang menunjukkan daya tukar 

(term of trade) dari produksi pertanian dengan barang dan jasa yang 

dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Pada bulan April 2020, NTP 

Sulawesi Tengah adalah sebesar 95,64% yang mana telah mengalami 

penurunan sebesar 1,11% dari bulan sebelumnya. Pada bulan April 2020, 

Nilai Tukar Usaha Rumahtangga Pertanian (NTUP) menjadi 97,94% atau 

mengalami penurunan sebesar 0,70% dibandingkan bulan Maret 2020 

(Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah April 2020, Berita 

Resmi Statistik, BPS Sulawesi Tengah, 4 Mei 2020 diakses 10 Mei 2021).  

NTP dan NTUP adalah indeks kesejahteraan petani yang mengukur tingkat 

daya beli petani di perdesaan dengan membandingkan pendapatan petani 

dan pengeluaran petani. NTP Provinsi Sulawesi Tengah, pada bulan April 



- 40 - 
 

2021 adalah sebesar 98,30%, yaitu mengalami kenaikan sebesar 1,55% 

dibandingkan NTP pada bulan sebelumnya. Sedangkan NTUP pada bulan 

April 2021 adalah sebesar 99,89% atau mengalami peningkatan sebesar 

1,89% dibandingkan bulan Maret 2021 (Perkembangan Nilai Tukar Petani 

Sulawesi Tengah April 2021, Berita Resmi Statistik, BPS Sulawesi Tengah, 

3 Mei 2021 diakses 10 Mei 2021).  

Dengan membandingkan NTP pada periode yang sama (y-on-y) yaitu di 

bulan April 2020 dan NTP pada bulan April 2021, NTP pada bulan April 

2021 pada nilai yang lebih tinggi (98,30%) dibandingkan pada bulan April 

2020 (95,64%), dengan kenaikan sebesar 2,64%. Hal yang sama juga terjadi 

pada NTUP pada periode yang sama (y-on-y), bahwa NTUP pada bulan April 

2021 (98,30%) lebih tinggi nilainya dibandingkan NTUP pada bulan April 

2020 (97,94%), dengan kenaikan sebesar 0,36%.  

NTP dan NTUP sebagai salah satu indikator untuk melihat daya tukar dari 

produksi pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun 

untuk biaya produksi, sebenarnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai 

satu-satunya kacamata untuk melihat tingkat pendapatan dan tingkat 

kesejahteraan petani. NTP adalah rasio harga, sedangkan kesejahteraan 

petani juga terkait dengan pendapat riil dan daya beli petani. Untuk 

menaikkan NTP petani, 1) tidak hanya dilihat dari sektor produksi, tetapi 

juga sektor demand atau konsumsi, 2) di sektor produksi, diperlukan 

jaminan peningkatan pelayanan untuk peningkatan produksi bagi petani, 

termasuk di dalamnya adalah intervensi dan kebijakan pemerintah serta 

kolaborasi antara pihak swasta dan petani, 3) diperlukan kebijakan 

kolaborasi  antar  lembaga  negara,  tidak  hanya  Kementerian  Pertanian,  

tetapi juga dengan pihak-pihak penjamin distribusi dan penjaga inflasi, 4) 

kenaikan harga di tingkat konsumsi barang/jasa yang dibeli petani akan 

menurunkan  NTP  pertanian,  dan  5) kondisi  yang  memengaruhi  inflasi  

barang/jasa, termasuk kondisi politik 

(https://www.twcahyono.com/2021/05/kondisi-nilai-tukar-petani-ntp-di-

masa.html diakses 10 Mei 2021).  

Lebih lanjut, terlihat pula pada Grafik 2.7 bahwa pada bulan April 2020, 

produksi Tanaman Pangan telah mengalami kenaikan sebesar 99,14%, 

atau naik sebesar 2,11% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Produksi 

Hortikultura juga mengalami hal yang sama atau kenaikan sebesar 0,77%, 

dengan angka produksi sebesar 95,34% pada bulan April 2020 

(Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah April 2020, Berita 

Resmi Statistik, BPS Sulawesi Tengah, 4 Mei 2020, diakses 10 Mei 2021). 

Sedangkan pada bulan April 2021, produksi Tanaman Pangan mengalami 

penurunan sebesar 96,67%, atau turun sebesar 0,21% dibandingkan pada 

bulan sebelumnya; dan juga turun sebesar 2,47% dibandingkan produksi 
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pada bulan April 2020 (y-on-y). Di saat yang sama, Produksi Hortikultura 

mengalami kenaikan sebesar 101,86% atau naik sebesar 2,88%, 

dibandingkan bulan Maret 2020; yang artinya juga mengalami kenaikan 

sebesar 6,52% bila dibandingkan bulan April 2020 (y-on-y) (Perkembangan 

Nilai Tukar Petani Sulawesi Tengah April 2020, Berita Resmi Statistik, BPS 

Sulawesi Tengah, 4 Mei 2020 diakses 10 Mei 2021). 

 

Grafik 2.8 Gangguan Kebutuhan Dasar di Sektor Pertanian Komoditas Padi Akibat Pandemi 
Sumber: Hasil Survei Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 

 

Dalam survei Jitupasna ini, potret petani yang menjadi komposisi 

pekerjaan  kedua,  yaitu  22,16%    responden,   setelah   pekerjaan  sebagai 

pedagang dalam survei ini dan dengan penghasilan di bawah Rp 1,8 

juta/bulan menyatakan telah mengalami beberapa gangguan kebutuhan 

dasar di sektor pertanian komoditas padi yang memengaruhi kehidupan 

mereka sebagai dampak dari COVID-19. Dalam Grafik 2.8 terlihat bahwa 

gangguan kebutuhan dasar pertama yang dinyatakan oleh 73,68% 

responden adalah terkait melambungnya harga-harga kebutuhan 

dasar/layanan dasar. Hal ini mengkonfirmasi bahwa sekali pun NTP dan 

NTUP dapat menjadi indikator untuk melihat kesejahteraan petani dengan 

menunjukkan kenaikan daya beli petani, namun sekali lagi tidak dapat 

dijadikan patokan utama karena faktor eksternal, yaitu seperti halnya 

harga kebutuhan dasar/layanan dasar, tidak dapat terjangkau oleh petani 

dengan penghasilan di bawah Rp 1,8 juta/bulan. Gangguan kedua yang 

dialami oleh para petani adalah kesulitan untuk menjangkau 

layanan/penyedia kebutuhan dasar karena pandemi dengan risiko 

terinfeksi COVID-19 dinyatakan oleh 6,7% responden. 

Untuk mengkaji situasi ini, perlu juga merujuk pada inflasi yang terjadi 

pada bulan Maret 2021 di Provinsi Sulawesi Tengah. Inflasi dipengaruhi 

oleh naiknya indeks harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan 

Tembakau (0,96%), kelompok Pakaian dan Alas Kaki (0,41%), kelompok 

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,19%), kelompok Perlengkapan, 
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Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (0,13%), kelompok 

Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,11%), 

kelompok Kesehatan serta kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa 

Keuangan (0,09%) (Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Maret 

2021, Berita Resmi Statistik, BPS Sulawesi Tengah, 1 April 2021 diakses 

10 Mei 2021).  

Dengan membandingkan antara gangguan pandemi kepada kehidupan 

responden secara umum (55,5% terkait gangguan pasar), gangguan 

kebutuhan dasar sektor pertanian komoditas padi (73,68% terkait 

melambungnya harga-harga kebutuhan dasar/layanan dasar), dan inflasi 

yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga responden (terutama 

petani) tidak mampu membeli kebutuhan dasar mereka. Hal ini karena 

indeks inflasi yang cukup tinggi dan karena mereka tidak mendapatkan 

permintaan di pasar atau pembelian terhenti, atau alasan lain sebagai 

gangguan pasar, yang mengakibatkan mereka tidak mampu melakukan 

produksi dan memperoleh pendapatan dari produksi mereka.  

Hal yang serupa juga terjadi pada gangguan modal usaha sebagai salah 

satu  gangguan  modal  usaha  atau modal lancar untuk produksi (28,71%) 

kesulitan diperoleh karena responden harus membeli berbagai kebutuhan 

dasar dengan harga yang melambung (73,68%) dan disebabkan oleh indeks 

inflasi yang tinggi terhadap kelompok Makanan dan Minuman dan harus 

menempatkan modal usaha untuk produksi sebagai prioritas yang lebih 

rendah.  

Lebih lanjut, gangguan distribusi atau jalur pasok dan tidak adanya 

distributor juga sudah memengaruhi kehidupan responden sebagai salah 

satu gangguan yang mengakibatkan responden (petani) tidak dapat 

menjual hasil produksinya sehingga tidak memperoleh penghasilan. 

Terkait hal ini, salah satu penyebabnya adalah pemberlakuan PSBB di awal 

tahun 2020 dan pemberlakuan PPKM di awal tahun 2021. Pembatasan 

mobilitas ini diberlakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19.  

1.2.2 Sub-Sektor Perikanan 

Sektor Perikanan adalah bagian dari sektor Pertanian yang masih menjadi 

salah satu dari empat lapangan usaha utama di Provinsi Sulawesi Tengah, 

yaitu sebesar 20,89% (Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah Triwulan 

I-2021, Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Sulawesi Tengah, 5 Mei 2021).  

 



- 43 - 
 

 
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah, April 

2020 
Sumber: Perkembangan Nilai Tukar Petani 

Sulawesi Tengah, Berita Resmi Statistik, BPS 
Sulawesi Tengah, 4 Mei 2020 

 
Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah, 

April 2021 
Sumber: Perkembangan Nilai Tukar Petani 

Sulawesi Tengah, Berita Resmi Statistik, BPS 
Sulawesi Tengah, 3 Mei 2021 

Grafik 2.9 Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Tengah, April 2020 (sebelum Pandemi COVID-19, 
grafik sebelah kiri) dan April 2021 (setelah Pandemi COVID-19, grafik sebelah kanan) 

 

Terlihat pada Grafik 2.9 bahwa pada bulan April 2020, produksi 

Perikanan telah mengalami penurunan sebesar 97,12%, atau turun 

sebesar 2,53% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Sedangkan pada 

bulan April 2021, produksi Perikanan mengalami kenaikan sebesar 

103,18%, atau naik sebesar 2,19% dibandingkan pada bulan sebelumnya; 

dan juga naik sebesar 6,06% dibandingkan produksi pada bulan April 

2020 (y-on-y). 

 

Grafik 2.10 Gangguan Kebutuhan Dasar di Sektor Kelautan Akibat Pandemi 
Sumber: Hasil Survei Kuantitatif Jitupasna Dampak COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah, 2021. 

 

Dalam survei Jitupasna, nelayan terwakili oleh 13,77% responden, 

setelah pekerjaan sebagai pedagang, petani, dan bidang jasa dalam survei 

Jitupasna ini. Mereka memiliki penghasilan di bawah Rp 1,8 juta/bulan 

dan menyatakan telah mengalami beberapa gangguan kebutuhan dasar 

di sektor perikanan yang memengaruhi kehidupan mereka sebagai 

dampak dari COVID-19. Dalam Grafik 2.10 terlihat bahwa gangguan 

kebutuhan dasar pertama yang dinyatakan oleh 37,8% responden adalah 

terkait melambungnya harga-harga kebutuhan dasar/layanan dasar. 
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Gangguan kedua yang dialami oleh para nelayan adalah kesulitan untuk 

menjangkau layanan/penyedia kebutuhan dasar karena pandemi dengan 

risiko terinfeksi COVID-19 dinyatakan oleh 16,75% responden. 

Dengan merujuk pada gangguan pandemi kepada kehidupan responden 

secara umum (55,5% terkait gangguan pasar), gangguan kebutuhan dasar 

sektor kelautan (37,8% terkait melambungnya harga-harga kebutuhan 

dasar/layanan dasar), dan inflasi yang terjadi di Provinsi Sulawesi 

Tengah, responden (terutama nelayan) tidak mampu membeli kebutuhan 

dasar mereka. Hal ini karena indeks inflasi yang cukup tinggi dan karena 

mereka tidak mendapatkan permintaan di pasar atau pembelian terhenti, 

atau alasan lain sebagai gangguan pasar, yang mengakibatkan mereka 

tidak mampu melakukan produksi dan memperoleh pendapatan dari 

produksi mereka.  

Hal yang serupa juga terjadi pada gangguan distribusi atau jalur pasok 

dan tidak adanya distributor juga sudah memengaruhi kehidupan 

responden sebagai salah satu gangguan yang mengakibatkan responden 

(nelayan) tidak dapat menjual hasil produksinya sehingga tidak 

memperoleh penghasilan. Terkait hal ini, salah satu penyebabnya adalah 

pembatasan mobilitas yang diberlakukan sebagai salah satu upaya 

protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. 

1.2.3 Sub-Sektor Pariwisata  

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi destinasi pariwisata yang 

beragam dan tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota. Destinasi wisata yang 

dimiliki dan ditawarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah meliputi wisata 

alam, wisata bahari, wisata budaya, wisata sourvenir, wisata kuliner, 

agrowisata, dan wisata minat khusus, seperti yang terlihat pada Tabel 2.3 

berikut ini:  

 

Tabel 2.3 Destinasi Wisata di Provinsi Sulawesi Tengah 

No Kota/Kabupaten Wisata 
Alam 

Wisata 
Bahari 

Wisata 
Budaya 

Wisata 
Souvenir 

dan 
Kuliner 

Agrowisata Wisata 
Minat 

Khusus 

1 Kota Palu 4 2 4 2 - - 

2 Kab. Donggala 2 6 1 - - - 

3 Kab. Sigi 7 - 4 - - 2 

4 Kab. Parigi Moutong 2 4 4 - 1 1 

5 Kab. Poso 11 - 6 1 3 - 

6 Kab. Tojo Una Una 4 14 - - - - 

7 Kab. Banggai 6 6 3 - - - 

8 Kab. Banggai Kepulauan 4 9 4 - 1 - 

9 Kab. Banggai Laut - 1 1 - - - 

10 Kab. Buol 4 4 - - - - 

11 Kab. Toli Toli 5 5 4 - 1 - 

12 Kab. Morowali 1 8 4 - 2 - 

13 Kab. Morowali Utara 3 - - - - - 

Sumber: Buku Kunjungan Wisata 2019, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, 2020. (diolah) 
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Pada Grafik 2.11 di bawah ini, jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara (wisman) pada tahun 2019 adalah sebesar 26.491 wisman, 

dengan peningkatan sebanyak 2.549 wisman atau 10,64% dibandingkan 

tahun 2018. Pada tahun 2016, terjadi peningkatan tajam terkait jumlah 

kunjungan wisman, karena terjadinya fenomena alam gerhana matahari. 

Pada tahun 2018, junjungan wisman mengalami penurunan pada bulan 

Oktober hingga Desember 2018, bahkan berlanjut hingga awal tahun 

2019. Hal ini terjadi karena bencana alam pada tanggal 28 September 

2018.  

 

 

Grafik 2.11 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Provinsi Sulawesi Tengah,  
2015-2019. 

Sumber: Buku Kunjungan Wisata 2019, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah, 2020. 
 

Pada Grafik 2.12 di bawah ini, jumlah kunjungan wisatawan nusantara 

(wisnus) pada tahun 2019 adalah sebesar 3.296.354 wisnus atau terjadi 

peningkatan sebanyak 296.188 wisnus atau sebesar 9,87% dibandingkan 

tahun 2018. Sama halnya dengan kondisi jumlah kunjungan wisman, 

pada tahun 2016 juga terjadi peningkatan jumlah wisnus karena adanya 

fenomena alam gerhana matahari. Penurunan jumlah kunjungan wisnus 

juga terjadi pada tahun 2018 terutama setelah terjadnya bencana alam 

gempa-likuefaksi-tsunami. Penurunan jumlah kunjungan wisnus terjadi 

bulan Oktober 2018 hingga awal tahun 2019. Terjadi peningkatan 

kunjungan wisnus yang sangat signifikan pada tahun 2019 hingga 

mencapai hampir 3,3 juta pengunjung wisnus.  


